
HUKUM PEMILU

PELANGGARAN PIDANA PEMILU

Sumber : BAB II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017.

UU No.7 Tahun 2017 mengatur sedikitnya 77 bentuk
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai
pidana pemilu. Tindak pidana pemilu ditangani
oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang
tergabung dalam forum/lembaga Penegakan
Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh
pengadilan negeri, dan putusan ini dapat
diajukan banding kepada pengadilan tinggi.
Putusan pengadilan tinggi adalah putusan
terakhir dan mengikat serta tidak dapat
dilakukan upaya hukum lain.


